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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2023 

 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2022 

Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2023 

Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap 

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah 

DaerahKabupaten ·Semarang; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023, perlu 

menyusun dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2023; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, · Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Menimbang: 

a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023, perlu diikuti dengan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf C; perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2023; 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42),  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1652) 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-

Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 
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52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 110); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 4);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 

2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

6); 

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 

51); 
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(RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 

ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, 

TambahanLembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2023 (Berita Daerah kabupaten Semarang Tahun 2022 

Nomor 56); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REN CANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.  

Pasal I 

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 68) diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom.  

4. Bupati adalah Bupati Semarang.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

yang selanjutnya disingkat BARENLITBANGDA adalah PD 

yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, 

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  
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10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 

(satu) tahun. 

11. Rencana Kerjadan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD. 

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau 

masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

15. Indikator Kinerja adalahtanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan 

tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), 

dampak (impact). 

BAB II 

PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 

Pasal 2 
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Renja PD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati mi. 

Pasal 3 

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Semarang. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita dearah 

Kabupaten Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 5 Agustus 2022 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 18 Agustus 2023 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 5 Agustus 2022 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 18 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

Berita Daerah Kabupaten Semarang  

Tahun 2022 Nomor 68 

Berita Daerah Kabupaten Kebumen  

Tahun 2023 Nomor 55 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


